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ABSTRAK

Nama : Dion Hardika Sumarto
Program Studi : Magister [lmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pembenahan Pelayanan Perizinan Usaha Di

Provinsi DKI Jakarta, 2004—2010

Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sudah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan pemberian perizinan
ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan
usaha di Provinsi DKI, coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1. Sinkronisasi dan harmonisasi
peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan
ekonomi terkait pembenahan pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai
pembenahan pelayanan perizinan terhadap perekonomian. Tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di
Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui peranan
hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pelayanan perizinan dan hasil evaluasi atas dampak

pelaksanaan hukum dalam pembenahan pelayanan perizinan.

Kata kunci:

Tinjauan hukum, perizinan usaha, provinsi DKI Jakarta
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ABSTRACT

Name : Dion Hardika Sumarto
Major : Magister of Law, Majoring Economic of Law
Title : Legal Review of Service Business Permit Reformation In DKI

Jakarta, 2004-2010

Given the services business license as a form of public service have been defined in legislation,
licensing provision of law activities should be implemented consistently with laws and
regulations. In this research, regulatory services related to business licensing reform in the
province of Jakarta was observed in three ways, namely: 1. Synchronization and harmonization
of laws and regulations regarding licensing of service improvement. 2. The role of law in
economic development related to revamping the licensing service. 3. Effect of implementation of
rules regarding the licensing of service improvement to the economy. Goals to be achieved in
this study was to determine the consistency of application of the rules regarding a business
permit in the province of Jakarta with the legislation in force, knowing the role of law in
economic development related to services licensing and implementation in evaluation on the

impact of licensing laws reformation.

Keywords :

Legal review, business permit, province of DKI Jakarta
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

International Finance Corporation (IFC) menurunkan peringkat kemudahan
berusaha (doing business) Indonesia sebanyak enam peringkat, dari 115 pada
2010 menjadi 121 pada 2011. Penurunan peringkat berusaha tersebut terungkap
dalam laporan Doing Business 2011 Making a Difference for Entrepreneurs, yang
dirilis oleh IFC dan Bank Dunia dalam. Laporan tersebut merupakan bagian dari

kajian ekonomi dari 183 negara di dunia.'

Survei tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer dari kemudahan
berusaha secara nasional. Untuk mendapatkan perizinan, investor harus melalui
sembilan prosedur yang memakan waktu 58 hari dengan biaya sekitar 26 persen
dari pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Proses tersebut kurang bersaing
dengan negara lainnya seperti Thailand yang hanya membutuhkan tujuh prosedur
dan memakan waktu 32 hari dengan biaya 6,3 persen dari pendapatan

perkapitanya.’

Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Robert Endi Jaweng menyatakan bahwa kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) pada 100 kabupaten atau kotamadya menunjukkan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum memudahkan pengurusan izin usaha.

" World Bank, Doing Business 2011: Reforming through Difficult Times, Washington D.C.,
Kelompok Bank Dunia, 2011. Laporan Bank Dunia Doing Business di Indonesia dan kajian

tentang Doing Business di tingkat daerah dan kawasan dapat diunduh di
http://subnational.doingbusiness.org, diakses pada tanggal 15 Mei 2011.
7
Ibid.
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Sementara kajian KPPOD pada tahun 2010 menunjukkan, program PTSP selain

belum mengurangi biaya investasi, pengurusan izinnya juga masih lama.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Putut Ariyo Saputro
mengungkapkan, berdasarkan data penelitian TII, prosedur yang harus dilalui
investor untuk memulai usaha di Indonesia diatas rata-rata negara di Asia Timur
dan Pasifik, maupun negara OECD (30 negara untuk organisasi dengan prinsip
demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas). Untuk membuka izin Usaha di
Indonesia pada 2011 perlu melalui sembilan prosedur selama 47 hari. Sementara
di negara Asia Timur dan Pasifik cukup 7,8 prosedur dalam 39 hari, bahkan untuk
OECD hanya butuh 5,6 prosedur dalam 13,8 hari.*

Pemaparan data di atas dapat memberikan penggambaran secara tidak langsung
atas pelayanan perizinan usaha di Indonesia. Pelayanan publik yang efektif,
efisien dan ekonomis masih jauh dari realitasnya. Kondisi tersebut bertolak
belakang dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang dimaksudkan agar
pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat.

Laporan Doing Business yang dirilisi oleh IFC dan Bank Dunia menyajikan
pengukuran kuantitatif terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat pusat dan daerah
yang mengatur proses pendirian usaha. Di dalamnya terdapat faktor pelayanan
perizinan yang turut menjadi indikator dalam penentuan peringkat kemudahan
berusaha. Sebagai ibukota Indonesia, pelayanan perizinan di Jakarta menjadi

barometer bagi dunia usaha dan juga tolak ukur secara nasional.

> Tempo Interaktif, “Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belum Permudah Perizinan”, Minggu, 30
Januari 2011,
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/30/brk,20110130-309900.id.html, diakses
pada tanggal 15 Mei 2011.

* Tempo Interaktif, “TII: Sistem Perizinan Usaha Rawan Korupsi”, Minggu, 30 Januari 2011,
http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/30/brk,20110130-309920.id.html, diakses
pada tanggal 15 Mei 2011.
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Terkait dengan masalah perizinan usaha, pemerintah Indonesia sebenarnya telah
mengeluarkan peraturan yang mendukung upaya pembenahan di bidang perizinan.
Pada tahun 2006 misalnya, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini
dirancang sebagai acuan bagi setiap daerah untuk melakukan pembenahan di
bidang perizinan, sehingga diharapkan dapat mendorong investasi dan
peningkatan lapangan kerja baru. Namun tampaknya pelayanan perizinan usaha

dinilai masih belum berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
hukum terhadap peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan perizinan
di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peraturan-
peraturan yang terkait dengan perizinan usaha, permasalahan yang terjadi dalam
pelayanan perizinan usaha dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh
peraturan izin usaha terhadap dunia usaha di provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini
akan dilakukan melalui penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Terhadap

Pembenahan Pelayanan Perizinan Usaha Di Provinsi DKI Jakarta, 2004—2010".

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat pelayanan izin usaha sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang
sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dari segi hukum kegiatan
pemberian perizinan ini haruslah menerapkan peraturan yang konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini hendak melihat
bagaimana penerapan peraturan yang terkait dengan pelayanan perizinan usaha di

provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pertanyaan yang ingin
diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan

pelayanan perizinan di Provinsi DKI Jakarta?
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2. Apakah peraturan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan sudah
memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat memainkan peranan dalam
pembangunan ekonomi?

3. Adakah pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan pelayanan

perizinan terhadap bidang ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui konsistensi penerapan peraturan mengenai izin usaha di
Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menetahui peranan hukum terkait pembenahan pelayanan perizinan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan

pelayanan perizinan dalam perekonomian.

1.4. Kerangka Teoritis

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila ketentuan-ketentuan di
dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan
berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan
dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horizontal)
maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih
tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkis). Hal-hal inilah yang seringkali
dimaksudkan dengan suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Pengertian “’sinkronisasi dan harmonisasi” dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu upaya
atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan

(membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan
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perundang-undangan yang lain, baik yang bersifat sejajar (horisontal) atau bersifat

hierarkis (vertikal).’

Sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan tentunya harus diikuti dengan
berperannya peraturan tersebut dalam membangun masyarakat, termasuk di
dalamnya pembangunan ekonomi. Menurut Max Weber, konsistensi dalam
penerapan hukum juga mutlak bagi proses industrialisasi suatu bangsa.’ Selain itu,
menurut Max Weber, hukum memiliki peranan penting dalam pembangunan
ekonomi. Dia menegaskan bahwa hukum yang rasional merupakan dasar dari
pembangunan ekonomi, karena dengan hukum yang rasional, pelaku usaha dapat
memprediksi dan membuat perhitungan atas aktivitas ekonominya sehingga dapat
memperoleh kepastian berusaha (certainty) yang sangat dibutuhkan oleh setiap

pelaku usaha.

Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi, setidak-tidaknya ada
tiga unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi. Pertama, “stabilitas”
(“stability”’), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan
mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kedua,
“meramalkan” (“predictability”), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu
langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negara yang sebagian besar
rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui
lingkungan sosial dan tradisional. Ketiga, aspek “keadilan” (“fairness”) seperti
perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan

untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.’

* Kusnu Goesniadhie S., Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan, JP Books,
PT. Temprina Media Grafika, Surabaya, 2006, hlm. 23-24.

% Prof. Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi,
Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, mengutip
David M. Trubek, “Max Weber On Law and The Rise of Capitalism,” Wisconsin Law Review,
Vol. 3, 1972, hlm. 720.

7 Prof. Erman Rajagukguk, The Role of Law in Indonesian Economic Development: Survival
Under Two Global Economic Crisis, dipresentasikan pada “the 6th Asian Law Institute (ASLI)
Conference”, University of Hong Kong 29-30 May, 2009. Unsur-unsur tersebut merupakan
prioritas dari lima unsur (stability, predictability, fairness, education and the special development
abilities of the lawyer) yang dikemukakan oleh Burg dalam tulisannya mengenai Law and
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Hukum yang dapat berperan dalam pembangunan ekonomi tentunya menjadi ideal
ketika hukum tersebut mampu merespon kebutuhan publik. Nonet dan Selznick
lewat pemikirannya mmengenai hukum responsif, menempatkan hukum sebagai
sarana response terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik.
Kebutuhan ini sesungguhnya telah menjadi tema utama dari semua ahli yang
sepaham dengan semangat fungsional, pragmatis dan semangat purposif
(berorientasikan tujuan). Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, hukum berdasarkan
konsep ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan
sosial demi mencapai keadilan sosial dan emansipasi publik. Sesuai dengan doktin
hukum responsif, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional.
Dengan demikian, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua
pelaksanaan hukum. Evaluasi menjadi penting untuk menjawab apakah dalam
perkembangannya, penerapan hukum telah berhasil memberikan respon atas

permasalahan yang ada di masyarakat atau belum.®

Dalam penelitian ini, peraturan yang terkait dengan pembenahan pelayanan
perizinan usaha di Provinsi DKI Jakarta coba dilihat dalam tiga hal, yaitu: 1.
Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait pembenahan pelayanan
perizinan. 2. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait pembenahan
pelayanan perizinan. 3. Pengaruh pelaksanaan peraturan mengenai pembenahan

pelayanan perizinan terhadap bidang ekonomi

1.5. Kerangka Konseptual

Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Development: A Review of the Literature and a Critique of Scholars in Self-Estrangement,
sebagaimana dikutip dalam Leonard J. Theberge,” Law and Economic Development”, Journal of
International Law and Policy, Vol. 9, 1980, him. 232.

¥ Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. Yoan N Simanjuntak, S.H..M.H. dan Markus Y. Hage,
S.H.. M.H., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2010, hIm. 204-211.
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berikut dipaparkan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu:
1.
2.
3.

10.

11.

Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan" Republik Indonesia sebagaimana dalam

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk 1jin maupun tanda daftar usaha.
Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu,
prosedur, dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan
perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara
terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur
satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan
untuk memberikan pelayanan perijinan.

Unit pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah

berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu,
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merupakan  gabungan dari  unsur-unsur perangkat daerah yang

mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perijinan.

1.6. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, sebagai
cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.
Normatif karena penelitian ini akan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
berlaku sebagai norma hukum positif.” Metode penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat
para ahli.'® Metode penelitian tersebut digunakan mengingat bahwa permasalahan
yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan
peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan

penerapannya dalam praktek.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library
research), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan
dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, buku-buku, media internet, majalah dan sumber-sumber lainnya,
yangterkait dengan penelitian ini yang disebut juga data sekunder. Data sekunder
antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.

Sumber data sekunder atau bahan pustaka di dalam penelitian ini, dapat

digolongkan ke dalam:

? Soetandyo Wignjosoebroto, “Ragam-ragam Penelitian Hukum”, dalam Sulistyowati Irianto dan
Sidharta (ed.), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta, 2009, hlm.131-132.

1% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,
hlm. 14.
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a. Sumber Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma
dasar, peraturan dasar, peraturan perudang-undangan, bahan hukum yang tidak
dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan

yang hingga kini masih berlaku.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,
hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder bernilai

penting juga untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum.

c. Sumber Tersier
Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, dan

sebagainya.

1.7. Sistematika Penulisan

Sebagai karya tulis ilmiah, tesis harus disusun berdasarkan penulisan yang
sistematis. Suatu sistem atau sistematika merupakan jalinan yang teratur antar
hubungan-hubungan di dalamnya yang terjalin dalam suatu realita kesatuan atau
kebulatan. Begitu juga dengan tesis ini yang penulisannya dibagi ke dalam
beberapa bagian, yaitu:

1. Bab 1, Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah mengenai perkembangan peraturan
perundang-undangan yang terkait pembenahan pelayanan perizinan. Rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsional,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
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2. Bab 2, Pengertian Perizinan dan Aspek Hukumnya
Bab ini berisikan pembahasan mengenai pengertian perizinan dari rumusan para

ahli. Selain itu juga disinggung mengenai aspek hukum dari perizinan.

3. Bab 3, Peraturan Yang Terkait Dalam Pembenahan Perizinan

Bab ini berisikan pembahasan mengenai: Desentralisasi Perizinan, Pembagian
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Urusan Perizinan,
Peraturan Yang Terkait Dalam Pembenahan PerizinanPembenahan Pelayanan
Perizinan Melalui PTSP di Provinsi DKI Jakarta, Pelayanan Perizinan yang
Diselenggarakan di PTSP DKI Jakarta dan Permasalahan yang Dihadapi Dalam
Pelayanan Perizinan di DKI Jakarta.

4. Bab 4, Tinjauan Hukum Atas Peraturan Yang Terkait Dengan Pembenahan
Pelayanan Perizinan

Bab ini berisikan pembahasan mengenai Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan,
Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Yang Terkait Dengan
Pembenahan Pelayanan Perizinan dan Evaluasi Atas Dampak Pelaksanaan Hukum

Dalam Pembenahan Pelayanan Perizinan.

5. Bab 5, Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penulisan tesis.
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BAB 2

PENGERTIAN PERIZINAN DAN ASPEK HUKUMNYA

2.1. Pengertian Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, pengertian izin dalam
arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan
perundang-undangan. Melalui pemberian izin, penguasa memperkenankan orang
yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Ini menyangkut diperkenankannya suatu tindakan, yang demi
kepentingan umum mengharuskan adanya pengawasan khusus atas tindakan

tersebut.!!

Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan terhadap suatu
peraturan izin secara umum, yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-
undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan
yang tidak baik. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan yang sebenarnya
bukan perbuatan tercela, namun hendak diadakan pengawasan atas tindakan
tersebut. Inti dari izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang, kecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang terkait dapat
diberikan batas-batas tertentu kasus per kasus. Jadi persoalannya bukan hanya
untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar
tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu

(dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).'

""Mr. N.M. Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M. ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus M. Hadjon, SH,
Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya, 1993, him. 2-3.

12 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Rajawali Pers, Jakarta,
2011, hlm. 199-200.
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Penjelasan menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, izin merupakan suatu
penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang.
Larangan dalam undang-undang tersebut diikuti dengan syarat dan ketentuan yang
harus dipenuhi pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, diikuti
dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi
negara yang bersangkutan. Menyimak makna perizinan menurut Prajudi
Atmosudirdjo, Perizinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administrasi
negara yang diberikan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang dan
diberikan dalam bentuk suatu penetapan (beschikking). Suatu izin atau
persetujuan atas sesuatu yang pada umumnya dilarang. Perizinan ini merupakan
penetapan atau keputusan yang bersifat positif (pengabulan daripada permohonan
seluruhnya atau sebagian) dan tergolong pada penetapan positif yang memberikan
keuntungan kepada suatu instansi, badan, perusahaan, atau perorangan. Perizinan
ini timbul dari strategi dan teknik yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk
menguasai atau mengendalikan berbagai keadaan, yakni dengan melarang tanpa
izin tertulis untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang hendak diatur atau

dikendalikan oleh Pemerintah.'?

Pengertian mengenai izin dan perizinan juga terdapat dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Bab 1 Ketentuan Umum,
Pasal 1:

“lIzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan
peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu.”

" Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983, him. 94.
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“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.””"*

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam perizinan, yaitu:"
1. Instrumen yuridis.

2. Peraturan perundang-undangan.

3. Organ pemerintah.

4. Peristiwa Konkret.

5. Prosedur dan persyaratan.

2.2. Tujuan Perizinan

Dengan adanya sistem perizinan, pemerintah dapat mengarahkan warga negaranya
melalui instrumen yuridis berupa izin. Pengendalian yang dilakukan melalui
instrumen perizinan juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
Berdasarkan pendapat Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, tujuan
penggunaan sistem izin dapat berupa kehendak untuk ~mengarahkan
(mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah terjadinya bahaya
terhadap lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, pembagian
benda-benda yang sedikit dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan

aktivitas.'®

2.2.1. Tujuan Perizinan untuk Mengarahkan dan Mengendalikan Aktivitas
Tertentu
Pemberian izin bertujuan untuk mengatur aktivitas tertentu agar
tercapainya ketertiban umum. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga

yang berwenang, memberikan prasyarat kondisi bagi warga negara berupa

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pasal 1.

'3 Ridwan H.R., op.cit., hlm. 201-202.

' Mr. N.M. Spelt dan Prof Mr. J.B.J.M. ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus M. Hadjon, SH,
op. cit., hlm. 4.
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instrumen perizinan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dengan

tujuan terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

2.2.2. Tujuan Perizinan Untuk Mencegah Terjadinya Bahaya Terhadap

Lingkungan
Penggunaan instrumen izin diharapkan dapat menjaga kelestarian
lingkungan hidup sehingga keberadaannya tidak terancam dan terlindungi.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pasal 6, Ayat 1, ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pada Pasal 2, Ayat 2,
dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai

pengelolaan lingkungan hidup."’

2.2.3. Tujuan Perizinan Untuk Melindungi Objek-objek Tertentu
Sistem perizinan bertujuan untuk melindungi objek tertentu yang dinilai
penting dan berguna bagi masyarakat. Proteksi atas objek-objek tersebut
untuk menjaga nilai-nilai sejarah, kegunaan objek tersebut untuk keperluan
pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegunaan lainnya. Misalnya dalam hal
objek-objek cagar budaya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1992, Pasal 15, Ayat 2, ditentukan bahwa tanpa izin pemerintah,
setiap orang dilarang:
1. membawa benda cagar budaya keluar wilayah Indonesia.
2. Memindahkan benda cagar budaya dari satu daerah ke daerah
lain.
3. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik
sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat.
4. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar

budaya.

"7 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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5. Memisahkan sebagian atau  memperjualbelikan  atau

memperniagakan benda cagar budaya.

2.2.4. Tujuan Perizinan untuk Pembagian Benda-Benda yang Sedikit atau
Terbatas
Dalam hal kegiatan masyarakat yang terkait dengan sumber daya yang
jumlahnya sangat terbatas, pemerintah perlu menggunakan instrumen
perizinan dengan tujuan agar dapat mendistribusikan secara adil kepada
masyarakat. Perlunya pengelolaan akan potensi sumber daya yang terbatas,
diperlukan pengawasan dari pemerintah agar masyarakat dapat merasakan

manfaatnya secara jangka panjang.

2.2.5. Tujuan Perizinan untuk Mengarahkan dan Menyeleksi Orang dan
Aktivitasnya
Sistem perizinan dapat digunakan untuk seleksi atas individu di dalam
masyarakat dalam melakukan aktivitas tertentu. Di dalam proses seleksi
pemberian izin tersebut, pemerintah dapat melakukan proses pengujian.
Pengujian tersebut diperlukan untuk memilah pemohon izin agar
didapatkan individu yang bertanggung jawab dan mampu mengendalikan

secara baik serta bijaksana.
2.3. Fungsi Perizinan
Keberadaan sistem perizinan memiliki beberapa fungsi penting di dalam
masyarakat. Secara teoritis, fungsi dari sistem perizinan dapat dimaksudkan
sebagai alat instrumen rekayasa pembangunan, pengaturan keuangan dan pengatur

tindakan dalam masyarakat.'®

2.3.1. Fungsi Perizinan Sebagai Instrumen Rekayasa Pembangunan

'8 Adrian Sutedi, SH, MH, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, hlm. 198-200.
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Salah satu fungsi dari perizinan adalah pemerintah bisa membuat aturan
dan keputusan yang mendorong proses pembangunan. Sistem perizinan
dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengkondisikan hal-hal yang
dapat mendorong proses pembangunan secara aktif. Fungsi perizinan ini
bisa disebut sebagai instrumen rekayasa pembangunan, di mana hal
tersebut dapat tercapai dengan diciptakannya prosedur perizinan yang

transparan, tidak berbelit-belit dan memiliki kepastian hukum."

2.3.2. Fungsi Perizinan Sebagai Sumber Pendapatan Negara
Perizinan dapat digunakan sebagai cara pemerintah untuk meningkatkan
pendapatannya. Penggunaan sistem perizinan bertujuan untuk
meningkatkan pendapatan pemerintah. Di mana dengan adanya sistem
perizinan, maka pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin

yang dikeluarkan pemohon dapat dikenakan retribusi.

Dalam hal retribusi, dikarenakan pemerintah mendapatkan kedaulatan dari
rakyat, maka retribusi perizinan ini hanya bisa dilakukan melalui peraturan
perundang-undangan. Proses penarikan retribusi baru dapat dilakukan jika

ada dasar hukumnya yaitu undang-undang (no taxation without the law).*

2.3.3. Fungsi Perizinan Sebagai Pengatur Tindakan dalam Masyarakat
Perizinan memiliki fungsi pengaturan, di mana izin dapat difungsikan
sebagai instrumen untuk mengatur tindakan dan perilaku di dalam
masyarakat. Perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan
perilaku masyarakat. Apabila perizinan yang dikeluarkan terkait dengan
sumber daya alam, lingkungan, tata ruang dan aspek strategis lainnya,
maka persyaratan dalam hal pemenuhan prosedur perizinan juga harus
ditetapkan melalui peraturan undang-undang. Penerapan peraturannya juga

harus memperhatikan pertimbangan terkait antisipasi dampak negatif

1% Ibid., him. 198.
2 1bid., him. 199.
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terhadap perkembangan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang dan

aspek strategis lainnya.”'
2.4. Aspek Hukum Terkait Perizinan

Perizinan merupakan suatu perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur
dan persyaratan tertentu. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan,
persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan

yang berhubungan dengan izin.””

2.4.1. Larangan
Di dalam negara hukum, kita mengenal prinsip bahwa pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, setiap
tindakan yang dilakukan pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi
pengaturan maupun fungsi pelayanan, haruslah didasarkan pada
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Begitu pula larangan yang ditetapkan suatu organ pemerintah dan
untuk melakukannya diperlukan peroses perizinan, larangan tersebut
haruslah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan. Larangan merupakan suatu hal yang membebani masyarakat,
oleh karena itu pembebanan larangan dan proses pembebasan dari
larangan tersebut (dengan perizinan) mesti berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2.4.2. 1zin Sebagai Persetujuan Yang Merupakan Dasar Perkecualian
Pemberian wewenang kepada suatu organ pemerintah yang berdasarkan
undang-undang, di mana organ pemerintah tersebut menggantikan

larangan dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu, merupakan

*!bid., hlm. 199-200.
2 Mr. N.M. Spelt dan Prof Mr. I.B.J.M. ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus M. Hadjon, SH,
op.cit., hlm. 6-7.
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proses kemunculan izin. Keputusan yang memberikan izin adalah
keputusan tata usaha negara. Keputusan tersebut adalah keputusan sepihak
dari suatu organ pemerintah yang diberikan atas dasar wewenang
ketatanegaraan atau ketatausahaan, degan tujuan menciptakan keadaan
yang konkret dan individual sehingga suatu hubungan hukum
menetapkannya secara mengikat, membebaskannya atau dalam kondisi

tertentu suatu permohonan itu ditolak.

2.4.3. Ketentuan-ketentuan yang Berhubungan dengan Izin
Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ
pemerintah dalam pemberian izin. Fakta bahwa dalam banyak hal, izin
dikaitkan dengan syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi

sistem perizinan sebagai salah satu instrumen (pengendalian) penguasa.

Dalam hal-hal tertentu, ada kemungkinan sesuatu yang secara umum
dilarang kemudian diperbolehkan oleh penguasa. Bahkan ada juga
larangan yang tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh. Untuk
menjaga adanya kemungkinan penyimpangan dari ketentuan larangan
tersebut, organ pemerintah tertentu diberikan kewenangan untuk
melakukan penyimpangan. Tanpa adanya kewenangan seperti itu, organ

pemerintah tidak bisa memberikan izin.
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BAB 3

PERATURAN YANG TERKAIT DALAM PEMBENAHAN PERIZINAN

Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam pembangunan, pemerintah
mengeluarkan berbagai keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan
hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan dari peraturan hukum adalah instrumen
perizinan. Melalui instrumen perizinan pemerintah menetapkan mana kegiatan
yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dan
sektor swasta. Perizinan merupakan mekanisme pengendalian pemerintah agar
tidak terjadi kegagalan pasar yang disebakan oleh eksternalitas negatif barang
publik dan asimetri informasi. Dalam hal ini, salah satu fungsi perizinan adalah

untuk melindungi kepentingan masyarakat secara hukum.

Perizinan muncul untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.
Banyak aspek kehidupan warga negara yang kemudian diatur melalui sistem
perizinan. Hampir tidak ada satupun warga masyarakat yang dapat mengelak dari
keharusan memiliki izin untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka, terutama
dalam kegiatan usaha. Formalitas usaha berupa perizinan usaha dapat dikatakan
sebagai sebuah langkah awal bagi seseorang yang akan memulai sebuah kegiatan
usaha. Tanpa formalitas ini maka usaha tersebut akan selalu berada dibawah
kondisi informal. Formalitas tidak hanya diatur dalam kerangka perizinan, namun

juga dalam mekanisme registrasi (non perizinan).

Kompleksitas pengurusan izin usaha di Indonesia membuat pelaku usaha harus
berhitung apakah manfaat yang didapat bisa lebih besar dari waktu dan biaya yang
dikeluarkan selama proses pengurusannya. Dua masalah utama yang menghambat
pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya adalah: 1) jumlah izin yang wajib
diurus, yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lain, dan; 2)
tingginya tingkat korupsi dan proses yang tidak efisien sehingga perizinan

memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Permasalahan perizinan
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menjadi lebih kompleks dengan adanya desentralisasi yang memberikan

kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah.”

3.1. Desentralisasi Perizinan

Berbicara tentang desentralisasi perizinan, tidak lepas dari proses desentralisasi
yang diawali dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (amandemen terakhir melalui Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pengertian desentralisasi
secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah:
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**

Kebijakan desentralisasi tersebut telah memberikan wewenang yang lebih banyak
kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya secara otonom. Dalam
proses desentralisasi tersebut, telah terjadi penyerahan kewenangan politik dan
administrasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kewenangan
politik yang dimaksud adalah kewenangan untuk membuat kebijakan, sedangkan
kewenangan administrasi yang dimaksud merupakan kewenangan untuk

melaksanakan kebijakan.”

Dipilihnya desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi dalam membuat kebijakan nasional. Kondisi tersebut

dapat dicapai dengan cara mendelegasikan tanggung jawab yang besar kepada

» Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), “Laporan Studi Capaian dan
Hambatan Penerapan Permendagri No.24 Tahun 2006 dan Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan Satu Atap (PTSA) Kabupaten/Kota di Indonesia 2007, Proyek Perbaikan Iklim
Investasi Daerah Melalui Penerapan Sistem Izin Terpadu dan Penyempurnaan Kualitas Perda”,
2007.

2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 7.

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.
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pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek pembangunan agar sesuai dengan

kebutuhan masyarakat setempat.”®

Berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mendorong pemerintah
daerah untuk dapat lebih responsif kepada kebutuhan publik. Diharapkan melalui
adanya desentralisasi yang juga turut melimpahkan kewenangan administratif di
tingkat daerah, maka mata rantai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat

dipangkas.”’

3.2. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk

Urusan Perizinan

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah diatur dalam
UU No. 32 Tahun 2004. Dinyatakan di dalam Undang-Undang tersebut bahwa
selain urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, terdapat urusan
pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau
bersifat konkuren (concurrent). Terkait dengan urusan pemerintah yang sifatnya
seperti itu, maka ada urusan yang menjadi kewenangan dari pemerintah dan ada
urusan yang diserahkan kewenangannya pada pemerintah provinsi serta bagian

urusan yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.”®

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah menurut Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004, Pasal 10 Ayat 3 adalah politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Untuk urusan
pemerintahan yang diluar wurusan tersebut di atas dapat dilimpahkan

kewenangannya kepada pemerintah daerah.”

2 Joko Widodo, Good Governanve: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi
Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

2" Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo. Jakarta,
2005, hlm. 2.

2% Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

* Ibid., Pasal 10 Ayat 3.
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Pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan tersebut kemudian diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini menjelaskan bahwa urusan
pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan. Menurut PP No. 38 Tahun 2007, agar pembagian
urusan pemerintahan tersebut dapat berjalan secara baik dan proporsional haruslah

didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan aksesibilitas.*’

Dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

% Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 4 Ayat 1.

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang
timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang
ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan
daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau
regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi; dan apabila
dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan
Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan
pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila
dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal
(satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian
urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu
provinsi, maka pemerint